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DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025
BUPATI KEBUMEN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (5) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara  Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembanpunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menenpah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman
perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

bahwa sesuai hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kinerja dan pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kebumen, telah dilakukan perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6356);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyvusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomeor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20
Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 93] sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2
Tahun 2032 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penangpulangan
Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 188); i

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 127) scbagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  (Lembaran  Daerah  Kabupaten Kebumen
Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 211:



Menetapkan :

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomeor 3 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah HKabupaten Kebumen
Nomor 170);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun
2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 182); '

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun
2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomer 11 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomer 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 219); :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2025,

Pasal 1

(1] Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten
Kebumen Tahun 2025 merupakan pedoman untuk

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun
Anggaran 2025,

(2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten
Kebumen Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Fasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Perubahan Tahun 2025 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten
Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan
perubahan kebijakan Pemerintah.



Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap OTANg mengetahwinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI KEBUMEN,
td,

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.
EDI RIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 !"II"L;}I"-‘!GR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH . KABUPATEN KEBUMEN,

Pn;;nbina Tk, I
NIP-19890809 199803 1 006



PENUTUP

Seauai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis
|Remstra] Perangkat Daerah, juga perlu ditindaklanjuti dengan
penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Dacrah (Renja-PD) untuk
periode 1 [satu] tahun. Sasaran program dan kegiatan Pembangunan di
dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 telah diselaraskan
dengan  sasaran  yang  tercantum  dalam  dokumen  Renstra
Kementtian/Lembaga dan Renstra Perangkal Daerah Provinsi Jawa
Tengah 2024-2026, sehingga turut berkortribusi tcrhad&p capaian
sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi.

Perubahan Rencana Kerjs (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025
disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan,
hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya,
serta perkembangan kebijakan nasional, provinsi, dan daerah. Dokumen
ini menjadi pedoman operasional tahunan bagi perangkat daerah dalam
melaksanakan tugas dan funpgsi, sekaligus scbagai instrumen untuk
mewujudkan sasaran pembangunan dacrah yang tertuang dalam RPIMD

Penyusunan Perubahan Renja didasari Peraturan Menteri Dalam
MNegeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evalussi Pembangunan Daerah, Tata
Care  Ewvaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangks Panjang Daerah dun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
dengan tahapan:

Persiapan Penyusunan;
Penvusunan Rancangan Awal;
Penyusunan Rancangan;
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
Perumusan Rancangan Akhir; dan
Penetapan.

Selanjutnva Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 20235
digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana kerja Anggaran (RKA)
dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Tahun 20025.
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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
vang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana kerja
Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini dapat
tersusun.

Buku ini berisi prioritas program dan kegiatan Inspektorat
Daerah yang dilaksanakan pada Tahun 2025 dengan mengacu pada
indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta hasil evaluasi dan analisis
kinerja Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan rencana kena perubahan i selaruh
pemangku kepentingan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen
telah dilibatkan, sehingga dokumen ini diharapkan menjadi acuan
bersama dalam menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tentu saja buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu
saran dan masukan kami harapkan guna perbaikan penyusunan rencana
kerja Perangkat Daerah di tahun vang akan datang.

Semoga buku rencana kerja ini dapat bermanfaal bagi semua
pemangku kepentingan di Kabupaen Kebumen.

Kebumen, 26 Juni 2025

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA | ‘“‘x‘

NAMA

TANDA TANGAN |

Nyni e f

Hawtasi  Maytedews

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda
NIP. 19720723 199803 1 006
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya untuk
memanfaatkan potensi yang tersedia, mencari solusi permasalahan
yvang ada serta berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
dalam mewujudkan kondisi kehidupan yang lebih baik dan
sejahtera. Sedangkan perencanaan mempunyai peran yang sangat
stralegis dalam pencapaian tujuan pembangunan suatu wilayah,
yvang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyvarakat.
Cakupan perencanaan pembangunan harus memperhatikan
terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik dokumen
perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi
pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Rencana Kerja Perubahan
Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu
menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Dacrah dengan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi
pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD] dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu
kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.
Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah digunakan sebagai
dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP)
Perangkat Daerah untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Perubahan (APBDF) Kabupaten dan sebagai dasar
pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBDP Kabupaten
Rebumen.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja
Perubahan PD) merupakan dokumen perubahan perencanaan
Perangkat Daerah Tahun 2025. Undang-undang No 25 Tahun 2004
tentang Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintah Daerah telah
mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana
Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja
tahun 2025 dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan

1



strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis

(RENSTRA) Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang

sifatriya  lebih operasional. Dokumen Rencana Kkerja Perubahan

Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses

pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan

mengimplementasikan dalam program dan kegiatan sesuai tugas
pokok dan fungsi Perangkat Daerah, Dalam prosesnya penyusunan
rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerash mengacu
pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal

RKFPD.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dacrah serta Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. Sebagai unsur
pelaksana otonomi daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen
merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah
vang mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan
mengawasi pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah
serta membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Prinsip-prinsip  dalam  penyusunan Rencana Kerja
Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025
antara lain :

1. Substansi Renja Peruabahan Inspektorat Daerah Kabupaten
Kebumen sama dengan materi Rancangan Renja Awal Peranghkat
Daerah vang disesuaikan dengan Peraturan Kepala Daerah
tentang RKPD 2025,

2. Program dan kegiatan vang direncanakan memuat tolak ukur
kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target
keluaran kegiatan total dana yang diperlukan kegiatan.

3. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang
diusulkan.



4. Renja Perubahan Inspekiorat Daerah Rkabupaten Kebumen
Tahun 2025 merupakan dokumen yang bersi program dan
kegiatan, sub kegiatan Perangkat Daerah yang akan
dilaksanakan dalam tahun 2025 wyang direncanakan dan
merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah
setelah memperhatikan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum
APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS).

Perangkat Daerah sebagai salah satu stokeholder kunci di
daerah, perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai
rencana, melalui penyusunan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan
Perangkat Daerah, vang kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi
dalam Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah. Hal ini mengacu
pada pasal 7 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap
Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat
Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis
Perangkat Dacrah dan mengacu pada Rencana Kerja Perubahan
Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Inspektorat
Daerah Kabupaten Kebumen melakukan penyusunan Rencana Kerja
Perubahan Tahun 2025.

B. Landasan Hukum

1

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunva Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44.21);

. Undang-Undang Noemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penvusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);Undang-undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nemor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nemor 20, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93] sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 20232
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor |B8);

. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Dacrah
Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan BSusunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024



Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 211});

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020
tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun2(021
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomaor 182);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomeor 1 Tahun 2024

11.

12,

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen
Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 210);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219},

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 32 Tahun 2025 tentang
Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Di
Kabupaten Kebumen Tahun 2025

C. Maksud dan Tujuan

1.

Maksud
Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen

disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen

perubahan perencanaan kinerja untuk Tahun 2025;

Tujuan

a. Agar dapat mengalokasikan anggaran yang efektif dan efisien
berdasarkan pagu indikatif,

b, Menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah
Kabupaten Kebumen dalam rangka sinergi pelaksanaan dan
optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan

fungsi masing-masing;



Menyelaraskan program dan kegiatan dengan tujuan Nasional

dan Provinsi;

Menyelaraskan prioritas program dan kegiatan dengan

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten kebumen.

D. Sistematika Penulisan
Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten

Kebumen Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAEB 1

BAB I

BARB 1T

BAB IV

BAB V

PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan penulisan, serta sitematika penulisan.

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025.

Memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2024
dan capaian kinerja triwulan II tahun 2025, Capaian
Renstra Perangkat Daerah dan i1su-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.
TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Memuat telaah terhadap kebijakan nasional dan provinsi,
tujuan dan sasaran Renja Perubahan Tahun 2023, serta
program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten
Kebumen.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Memuat rencana kerja perubahan dan pendanaan
Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025,
PENUTUP.

Memuat catatan penting vang perlu mendapat perhatian,
baik dalam rangka pelaksanaannya maupun Ketersediaan
anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah — kaidah
Pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2025 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah
EKabupaten Kebumen

Dalam melakukan penyusunan Perubahan Renja Inspektorat
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi
pelaksanaan rencana kerja Tahun 2024 dan capaian Renstra
Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 serta
evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan, yaitu
sampai dengan triwulan I Tahun 2025, Evaluasi ini penting karena
untuk membandingkan proyeksi capaian akhir Perubahan Renja
Inspektorat Daerah sampai dengan tahun berjalan.

Guna mencapal tujuan dan sasaran diperlukan pendanaan
sesuai peruntukannya. Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Inspektorat Daerah
Kabupaten Kebumen pada Tahun 2024 menggunakan 3 Program.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dapat
dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Na teninn APBD Murni AFBD Refocusing
(Rp) (Rp)
INSPEKTORAT DAERAH 16.679.338.000 16.327.744.000
1 Program Penunjang | 10.007.338.000 | 9.931.870.000
Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/HKota o -
1.1 Perencanasan, 42.600.000 42.140.000
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
_Daerah _ ;
a | Penyusunan Dokumen 32.000.000 31.540.000
Perencanaan Perangkat
b | Evaluasi Kinerja Peranghkat 10.600.000 10, B0, 000
Daecrah o
1.2 | Administras: Keuangan 9.255.706.000 9.255.488.000
Peranglut Daerah ST
a | Penyediaan Gaji dan | 9.241.706.000 9.241.706.000




N

Utaian

APBD Murmni
(Rp]

APBD Refocusing

(Rp)

Tunjangan ASN

Pelaksanasn
Penatausahaan dan
Pengujian /Verifikasi
Keuangan SKPD

14.000.000 |

13.782.000

1.3

Administrasi Kepegawaian
Peranghkat Dacrah

Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

67.904.000

52.776.000

67.904.000

22.776.000

1.4

Administrasi Umum
Perangkal Daerah

149.500.000

92.363.000

Penyediazn Komponen
Intalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

15.000.000

13.500.000

Penyediaan Bahan Logistik
kantor

12.000.000

8.150.000

Penyediann Barang
Cetakan dan Pengadaaan

9.000.000

Penyvediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan

3.500.000

Penyediaan
Hahan/Material

7.907.000

3.500.000

16.000.000

13.842.000

Penyvelenpgaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

90.000.000

41.865.00

Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

4.000.000

1.5

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

140.000.000

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

40.000.000

Pengadaan Mebel

20.000.000

80.000.000

Pengadaan Peralatan dan
_Mesin Lainnya
Penvediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

H0.000.000

39.900.000

189.532.000

187.107.000

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Adr dan Listmlk

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

64.400.000

122.132.000

61.975.000

1.7

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

162.096.000

162.096.000

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya

137.096.000

137.096.000

873



Evaluasi serta Verifikasi
Pencegahan dan

APBD Murni APBD Refocusing
i i (Rp) Rp)
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan -
b | Pemeliharaan Peralatan 25.000.000 25.000.000
_dan Mesin Lainnya
2 Program Penyelenggaraan 6.283.000.000 6.064.046.000
Pengawasan o
2.1 | Penyelenggarasn 6.098.000.000 5.912.143.000
| Pengawasan [nternal .
a Pengawasan Kinerja a0, 000, 000 77.181.000
Pemerntah Daerah
b | Pengawasan Keuangan 210,000,000 173.100.000
Pemerintah Dasrah
¢ | Reviu Laporan Kinerja 50.000.000 36.219.000
d | Reviu Laporan Keuangan 60,000,000 45.973.000
e | Pengawasan Desa 5.530.000.000 5.453.737.000 |
{ | Kerjasama Pengawasan 98.000.000 83.716.000
Internal
g | Monitoring dan Evaluasi 0 R0 OO0 42 217.000
Tindak Lanjut Hasil
FPemeriksaan BPK El dan
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP
| 2.2 | Penyelenggaraan 185.000.000 151.903.000
Pengawasan dengan Tujuan
Tertentu
a | Penanganan Penyclesaian 65.000.000 48,680,000
Kerugian Negara/Dacrah
b | Pengawasan dengan Tujuan 120.000.000 103.223.000
Terteniu i
3 Program Perumusan S389.000.0:00 311.828.000
Kebijakan, Pendampingan
Dan Asistensi
3.1 | Perumusan Kebijakan 26.000.000 19.623.000
Teknis di Bidang
Pengawasan dan Fasilitas
E‘_EEE_EWEEEH
a | Perumusan Kebijakan di 13.000.000 8.892.000
Bidang Pengawasan
b | Perumusan Kebijakan di 1.3, 000, 000 10.731.000
Bidang Fasilitasi
Pengawasan
3.2 | Pendampingan dan 363.000.000 292.205.000
Asistensi
a | Pendampingan dan S3.000 000 43 BT2.000
Aszistensi Urusan
Pemerintahan Daerah
b | Pendampingan Asistenasi, &0.000.000 | 47.773.000
Verifikasi, dan Penilaian
Reformasi Birokrasi
¢ | Koordinasi, Monitoring dan 130.000.000 143,447,000




APBD Murm AFBD Refocusing

N :
: e (Rp) Rpl
Pemberantasan Korupsi
d | Pendampingan, Asistensi T 000, 000 27.113.000
dan Verifikasi Penegakan
Integritas

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun sampai dengan triwulan 1l Tahun 2025 sebagaimana
Tabel 2.2 berikut;

10
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Berdasarkan Tabel 2.2 hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan
triwulan 11 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
capaian Kinerja program vaitu cakupan pelayanan penunjang urusan
pemeriniahan daerah dengan target 100% realisasi 100%.

Program penunjang terdiri dari 6 kegiatan. Dari 6 kegiatan tersebut
rata - rala capaian kinerjanya adalah 100%.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, capaian kinerja program
vaitu nilai leveling APIP target level 3 dan terealisasi Level 3, sehingga
capalannya 100%.

Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri dari 2 kegiatan yaitu

Kegiatan Penyelengparaan Pengawasan Internal dan Kegiatan

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

= Capaian Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, adalah
Jumlah penyelenggaraan pengawasan internal dengan target 157
laporan dan terealisasi 264 laporan, sehingga capaiannya 168%.
Kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal antara lain reviu
penyaluran subsidi harga pangan, pemantauan dan evaluasi pada
puskesmas, reviu laporan keuangan BLUD Tahun 2023, reviu
LEKPD Tahun 2023, audit kinerja, pemeriksaan kas opname, reviu
pengelolaan pekerjaan pengadaan langsung, reviu LPPD, reviu
RKPD, reviu RPJPD, reviu perbup SHSD, reviu TKDN, reviu
rancangan perbup ASB, audit pengelolaan keuangan desa,
pemeriksaan kKinerja BUMDes, reviu PBJ desa, pemantauan atas
dana transfer ke desa, sial, pemerikasaan APBD Desa, koordinasi
Tim Saber Pungli, monitoring dan evaluasi pelaksanaan saber
pungli, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan
AFIP,

= Capaian Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan
Tertentu adalah jumlah penyelenggaraan pengawasan dengan
tuman tertentu dengan target 37 laporan dan terealisasi 44
laporan sehingga capaiannya 118%. Kegatan berupa penanganan
penyelesaian kerugian negara, pemeriksaan untuk tujuan tertentu
atau dugaan penyvalahgunaan wewenang dan atau kerugian, audit
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investigasi, pemeriksaan khusus atas pengaduan Masyaralkat,
reviu HPS, probaty audit dan reviu manajemen ASN,

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi,
capaian kinerja program nilai persepsi korupsi dengan target 3,45
adapun realisasi adalah 3,75, sehingga capaiannya 109%.

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terdird

dari 2 kegiatan, yaitu Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di

Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan Kegiatan

Pendampingan dan Asistensi.

Capaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang

Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dengan target 7 dokumen

tercalisasi 7 dokumen sehingga capaiannya 100%. Dokumen yang

tersusun, yaitu:

* Keputusan Bupati Kebumen Nomor 100.1.2/710 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor
700.1.2/535 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan
Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2024;

* Keputusan Bupati Kebumen Nomor 100.1.2/873 Tahun 2024
tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025;

= RKeputusan Inspektur Daerah Kabupaten RKebumen Nomor
700/567 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Penilaian
Mandiri Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen Tahun 2024

*» Keputusan Bupati Kebumen Nomeor 700/629 Tahun 2024 tentang
Pembentukan Tim Penyuluh Antikorupsi dan Sekretariat Penyvuluh
Antrikorupsi di Kabupaten Kebumen

* Keputusan Bupati Kebumen Nomor 000.8.6.2/684 Tahun 2024
tentang Pembentukan Tim Penilai Mandiri dan Tim Penjamin
Kualitas Maturitas Penyelenggaraan Sistern Penpendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

* Peraturan Bupati (Perbup] Kabupaten Kebumen Nomor 73 Tahun
2024 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kebumen.

23



Capaian Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, dengan target 32
OPD terealisasi 52 OPD, sehingga capaiannya 100%. Kegiatan
Pendampingan dan Asistensi vang dilaksanakan antara lain:

n

Asistensi penilaian mandin SPIP;

aksi
Tahun 2024 kepada 24 perangkat daerah;
Sosialisasi evaluasi internal reformasi birokrasi ex-ente Tahun
2024,

Evaluasi internal reformasi birokrasi on going triwulagn 1 dan 2
Tahun 2024,

Pendampingan pengisian LHKPN dan LHEKAN;

Sosialisasi pedoman MCP Korsupgah KPK Tahun 2024

Pendampingan penyusunan rencana reformasi  hirokrasi

Fasilitasi penyusunan rencana aksi pemenuhan dekumen MCP,
Monitoring desa anti korupsi;

Monitoring Pendidikan anti korupsi;

Menitoring MCP triwulan 11 dan IV;

Sosialisasi gratifikasi;

Sosialisasi penyusunan rencana kerja zona integritas Tahun 2024,
Asistensi penilaian mandiri Pembangunan zona integritas Tahun
2024,

Reviu penilaian mandiri pembangunan zona integritas;

b. Capaian Kinerja Sampai dengan Triwulan Il Tahun 2025

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Sampai Dengan Triwulan 1l Tahun 2025
Realisasi | Capaian
Program/
No Kegiatan/ Sub | Indikator Kinerja EEEEC; s/ duT""' (%)
Kegiatan &
i 2 3 4 5 B
6 UNSUR PENGAWASAN | Maturitas SPIP 3,40 0 0
URUSAN |
6.01 INSPEKTORAT
| DAERAH -
| 6.01.01 | PROGRAM CAPAIAN 100% 54% 54
PENUNJANG URUSAN | PENUNJANG
PEMERINTAH URUSAN
DAERAH PEMERINTAH
DAERAH




ks e o

£,01.01 Perencarnirn, Jumlah L T TO%
.01 Fonganggaran, dan Perencanaan, Dokumen | Dokumen
Evaluasi Kincrja Penganggaran, dan
Perangkat Dacrah Evaluasi Kinerja
s _ _ Perangkat Daerah |
&.01.01 Penyusunan Dokumen | Jumlah  Dokumen | 6 3 S0%
2.01. Perencanaan Perencarnaan Dokumen | Dokumen
| Perangkat Daerah Perangkat Daerah
&,01.01, | Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan | 4 Laporan | 4 1S
2.01. Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Laporan
o007 Peranghat Dacrah
&.01.01, | Administrasi Keuangan | Penyediaan 12 Bulan | & Bulan 1
2.02 Perangkat Daerah Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah
6.01.01. | Penyvedinnn Gaji dan Jumlah Orang yang | 55 Orang | 53 Omang 96, 36%
2.032. Tunjangan ASN Menerima Caji dan
01 Tunjangan ASN
6.01.01. | Pelaksanman Jumlah Dokumen 5 3 5,7 %
2.02. Penatausahaan dan Penatausahaan dan | Dokumeéen | Dokumen
0003 Pengujian /Verifikasl | Pengujian/ verifikasi
Eeuangan BKPD Keuangan SKPD
6.01.01. | Administrasi Jumlah 4 Orang 0 0%
2.05 Kepegawalan Administrasi
Peranghkat Daerah Eepegawaian
Perangkat Daerah
6.01.01. | Pendidikan dan Jumlah Pegawai 4 Orang 0 0%
2.05. Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas
oDo9 Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang
dan Pelatihan Pegawal | Mengikuti
Berdasarkan Tugas Pendidikan dan
dan Fungsi Pelatihan
6.01.01. | Administras]l Umuom Jumlah Kegiatan 12 Bulan | & Bulan 28%
2.06 Perangkat Daerah Administrasi
Umum Perangkat
Daerah
6.01.01. | Penyvediaan Komponen | Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket L0
206, In=talasi Komponen [Intalasi
000 Listrik/ Penerangan Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Bangunan vang
Disedialkan
B.01.01 Peoyediaan Bahan Jumlah Paket 12 Puket B Paker 0%
2.06. Logistik Kantor Bahan Logistik
00 Rantor yang
i, I Diatd.-EkEI!
G.01.01 Penyediaan Bahan Jumlah Paket 12 Paket & Paket ol
2.08. Logistik Kantor Bahan Logistik
0004 Kantor yang
_____________ . Digediakan
6.01.01 Penvediann Barang Jumlah Paket 2 Paket 1 Paket S0%
2.00. Cetakan dan Barang Cotakan dan
00035 Penggandaan Pengadaan yang
Disedinkan
6.01.01. | Penyediaan Bahan Jumtah Dokumen 12 (&) S0
2.06, Bacaan dan Peraturan | Bahan Bacaan dan Dokumen | Dokumen
0006 Perundang-Undangan | Peraturan




P:er-:IELng |
undangan yang
Discdiakan
6.01.01. | Penvediaan Jumbah Paket 3 Paket l 33,33%
206, Bahan/Material Bahan/Material
0007 yang disediakan
6.01.01. | Penvelenggaraan Rapat | Jumlah Laporan 20 ] 10%
2.063, Eoordinasi dan Penyelenggaraan Laporan Laporan
0ooa Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi
dan Koosultasi
e ) SEPD
6.01.01. | Penatausahaan Arsip Jumilah Dokumen 4 3 ot
2.08. Dinamis pada Satuan penatausahaan Dokumen | Dokumen
aain Kerja Perangkat arsip dinamis pada
Dacrah SKPD
56.01.01. | Pengadaan Barang Jomlah Pengadaan | 30 Unit 29 Unit 96,6T%
2.07 Milik Dacrah Barang
Penunjang Urusan Milik Daerah
Pemerintah Dasrabh Penonjang
Urusan Pemerintah
Daerah )
6.01.01. Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel | 24 Unit 24 Unit 1605
2.07. YHOE
0005 hsediakan .
6.01.01. | Pengadaan Peralatan Jumlah Unit 5 Unit 5 Unit 100,
2.07. dan Mesin Lainnya Peralatan dan
ooos Mesin Lainnya yang |
= Disedialan
B.01.01. | Pengadaan Sarana dan | Jumlah Unit Sarana | 1 Unit 0 0%
2.07, Prusarana Gedung dan
O0ED Kantor atau Bangunan | Prasarana Gedung
Lainnya Kantor
atau Bangunan
Lainnya yang
- Disediakan S | —
6.01.01. | Penyediaan Jasa Jumlah 12 Bulan | & Bulan 5D %
2.08 Penunjang Urnsan Penyediaan Jasa
Pemerintah Dacrah Penunjang Urusan
Pemerintah Dasrah
6,01.01. | Penvediaan Jasa Surat | Jumlah laporan 12 6 Laporan 2
208, Menyvural penyediaan jasa Laporan
Q001 - gurat menyurat
6.01.01. | Penyediaan Jasa Jumiah Laporan [ 12  Laporan 50%
2.08, Komunikasi, Sumber Penyediasan jasa Laporan
0002 Dayn Air dan Listrik komunikasi,
Sumber Daya air
dan Listrik vang
disediakan
6.01.01 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 12 6 Laporan S0%
208, Pelayanan Umum Penvediaan jasa Laporan
D004 Kantor pelayanan umum
kantor vang
digediakan
6.01.01. | Pemeliharaan Barang | Jumlah 58 Unit 35 Unit 60,34%
2.09 Milik Daerah Pemelibarann
Penunjang Urusan Barang Milik
Pemerintahan Daerah | Dacrah Penunjang
Urusan
B.01.401, | Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 24 Unin 10 Unit 41,67%
2.04. Pemeliharaan, Biaya Dinas Operagional
o002 Pemeliharasn, Pajak, atau Lapangan yang
dan Perizginan dipelihara dan
Kendaraan Dinas dibayarkan pajak
Operasional atau dan periginannya
Lapangan
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[e01.0L |

Pemeliharaan Jumlah peralatan 34 Unit 15 Unit g4 13%
2.09. Peralatan dan Mesin dan mesin lainnya
| 000G Lainnya vang dipelihara
6.01.02 | PROGRAM Level Hapabilitas 3 0 0%
FENYELENGOARAAN | APIP
PENGAWASAN e
6.01.02, | Penyelenggaraan Jumlah 149 102 B68,45%
2.01 Pengawasan Penyelenggaraan Laporan
Intermal Pengawesan
Internal
6.01.02. Pengawasan Kinerja Jumlah laporan 8 Leporan | A2 G
201, Pemerintah Daerah Hasil Pengawasan Laporan
O] Kinerja Pemerintah
Dacrah
G.01.02, | Pengawasan heuangan | Jumlsh Laporan 24 10 41,6T%
2.01. Pemerintah Daerah Hasil Pengawasan Laporan Laporan
02 Keuvangan
Pemermtah Daecrah
G,01.02, Reviu Laporan Kinerja Jumiah Laporan | 3 Laporan | 5 Laporan 1005
201. Hasil Heviu Laporan
G003 - hinerja |
&.01.02. | Reviu Laporan Jumlah Laporan | 37 15 40,.54%
201, Keuangan Hasil Reviu Laporan | Laporan Laporan
0004 Reuangan
B.O1.02. | Pengawasan Desa Jummlah Laporan 4] a7 a2.80%
2.01. Hasil Pengawasan Laporan Laporan
noos Deaa
B£.01.02. | Kenasama Pengawasan | Jumlah I 0 P
2.01, Internal Keacpakatan Kescpakat
0006 Pengawasan Internal | an
yang terbentuk = Y
| 5.01.02. | Monitoring dan Jumlah Dokumen 4 3 Ta'%
2.01. Evaluasi tindak lanjut | Hasil Mondtoring Dokumen | Dokumen
QOGY hasil pemeriksaan BPK | dan Evaluasi tindek
Rl dan Tindak Lanjut lanjut hasil
Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan BPK Rl
APIP dan Tindak Lanjut
hasil Perneriksaan
APIP
6.01.02. | Penyelenggarann Jumlah a3 13 39,39%
2.0 Pengawasan Fenyelenggarann Laporan Laporan
Dengan Tujuan Pengawasan
Tertentu Dengan Tujuan
Tertentu
60102, | Penanganan Jumibah Laporan 3 Laporan 1 43,33%
2.02, Penyelesaian Kerugian | Penyelesaian
0001 Negara/Daerah Kerugian
Negara/ Daerah yang
di tangani =
6.01.02 Pengawasan Dengan Jumlah Laporan 30 12 &4 [0
2.02. Tujuan Tertentu Hasil Pengawasan Laporan Laporan
0002 Dengan Tujuan
Tertentu
6.01.03 | PROGRAM Indeks Persepsi 3.48 o 0%
PERUMUSAN Korupsi
HEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN DAN
ABISTENS] =1
6.01.03. | Perumusan Kebijakan | Jumlah Perumusan | 5 3 607G
2.01 Teknis di Kebijakan Teknis Dokumen | Dokumen
Bidang Pengawasan di
Dan Fasilitasi Bidang Pengawasan
Pengawasan Dan Fasilitasi
Pengawasin
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6.01.03. | Perumusan Kebijakan | Jumlah 2 0 0%
2.01. Teknis di Rekomendasi Rekomen-
(H T Bidang Pengawasan Kebijakan Teknis di | dasi
Bidang Pengawasan
vang disusun
6.01.03. | Perumusan Kebijakan | Jumlah 3 a 100%
200 Teknis di Rekomendasi Rekomen- | Rekomer-
OOk Bidang Fasilitasi Kebijakan tekmis dasi dasi
Pengawasan dibidang Fasilitas
Pengawasan yang
| disusun
| 6.01.03. | Pendampingan dan Jumlah 24 OPD 24 OPD 100%
2.02 Asistensi Pendampingan dan
Asistensi
65.01.03, | Pendampingan dan Jumlah Perangkat 24 24 100
202, Asistenst Urusan dacrah yang Perangkat | Perangkat
00 Femerintahan Daerah dilakukan Daerah Draerah
Pendampingan dan
Aszistensi Urusan
Pemernitahan
Daerah
5.01.03. | Pendampingan, Jumlah Perangkat 13 21 161%
.02, Asistensi Verifikasi dan | Daerah vang Perangkat | Perangkat
002 Pentlaian Reformasi dilakukan Daerah Daerah
Birokrasi pendampingan
asistensi, verifikasi,
dan penilaian
reformasi birokrasi
001,03, | Koordinasi, Monitoring | Jumlah Kegiatan B Kegiatan | 1 12,5%
202, dan Evaluasi serta Knordinas, Kegiatan
ooo3 Verifikasi Pencegahan | Monitoring dan
dan Pemberantasan Evaluasi serta
Korupsi verifikast
Pencegahan dan
Pemberantasan
Korupai
6.01.03. | Pendampingan, Jumlah Perangkst 7 4 57.14%
2.02, Asistenisi dan Vernfikas: | Daerah vang Perangkat | Perangkat
D004 Penegakan [ntegritas Dilakukan Daerah Daerah
Pendampingan
Amistensi dan
YVerfikasi Penegakan
| Integritas

Berdasarkan tabel 2.3 diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Indikator kinerja utama yaitu nilai maturitas SPIP sampai triwulan 2
tahun 2025 capaian masih 0, karena belum dilaksanakan penilaian
SPIP dan capaian targel kinerja ditargetkan pada triwulan 4 Tahun

20235.

2. Capaian kinerja program penunjang urusan

kabupaten/kota sudah tercapai 32%

Kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain:

a) RKAP/DPPA Refokusing TA 2025
b} LKJIP, LKP., LPPD TA 2024
¢} Forum Renstra 2025 - 2029 dan Renja TA 2026
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d) Dokumen SAKIP (Perjanjian Kinerja TA 2025, Rencana Aksi atas
Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Pengukuran Kinerja Tri Wulan I,
Analisis Pengukuran Kinerja Triwulan [)

e} Rancangan Awal dan Akhir RKPD/Renja Inspektorat Daecrah Tahun
2026

f) RKAP Tahun 2025

g} Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN

h] Penatausahaan Keuangan

i| Pengelolaan kepegawaian dan pelaksanaan kegiatan administrasi
umum

j| Pemeliharaan /pembayaran pajak kendaraan

k) Pemeliharaan peralatan dan Mesin

l} Pembelian Loptop, Kursi Rapat

3. Capaian  kinerja program penvelenggaraan pengawasan dengan
indikator mnila levelling APIP capalan masih 0% karena belum
dilasanakan penilaian kapabilitas APIP oleh BPKP dan capaian kinerja
di targetkan pada triwulan ke-4. Meskipun demikian untuk capaian
kinerja sub kegiatan pada program penyelenggaraan pengawasan
sudah tercapai dengan baik. Hanya saja terdapat | sub kegiatan vang
belum terdapat capaianya, yaitu sub kegiatan Kerjasama pengawasan
internal karena capalan target kinerja direncanakan di triwulan 3
Tahun 2025,

Kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain:

a) Audit kinerja pada PT. Luk Ulo Farma (Perserodal;

b) Pemeriksaan Kinerja pada 6 BUMDesa

¢) Reviu pengadaan barang dan jasa desa sebanyak 30 desa

d] Monitoring pembangunan gedung serbaguna Desa Prembun

¢] Pemantauan atas dana transfer ke desa sebanyak 1 desa

) Reviu RP.JMD

g} Reviu LPPD

hj Evaluasi SAKIP

i} Reviu RKPD Tahun 2026

1) Reviu RKPD Perubahan Tahun 2025

k) Pemeriksaan kas opname;

l) Reviu DAU Earmarked;

m) Reviu Pajak daerah
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nj Pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan
publik pada 26 kecamatan.

o} Reviu Piagam Audit Charter (IACM);

pl Reviu Laporan Kinerja BLUD;

ql Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu pada Puskesmas Kebumen
I1I;

r] Audit Pengelolaan Keuangan, Aset dan Kepegawaian pada
Puskesmas

4, Capaian Kinerja Program Perumusan kebijakan pendampingan dan

asistensi dengan indikator nilai persepsi korupsi sampai dengan
triwulan II Tahun 2025 capaian masih 0, karena belum dilaksanakan
survey penilaian integritas, Meskipun demikian sudah terdapat
kegiatan yang dilaksanakan antara lain;

a] Keputusan Bupati Kebumen Nomor 700/110 Tahun 2025 tentang

Pembentukan Tim Percepatan Pencapaian Rencana  Aksi
Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kebumen;

bl Peraturan Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 700,31

Tahun 2025 tentang Pembentukan Admin Unit Pengendalian
Gratifikasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kebumen;

| SK Admin LHKAN Perangkat Daerah.Penyusunan SK Tim (SK Tim
UPG), dan Asistensi pengisian LHKPN /LHKAN;

d} Bimtek SPIP untuk Asesor Pemda
e] Asistensi Penyusunan FRA dan RTP

Asistensi pengisian LHKPN;

gl Sosialisasi pedoman MCP;

h) Fasilitasi pengumpulan data responden SPI

Monitoring MCP triwvulan

Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah HKabupaten
Kebumen

Tingkat capaian kKinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024
disusun berdasarkan sasaran/targel Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah periode Tahun 2021 - 2026, Adapun indikator-
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indikator yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten

Kebumen selama Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut:

a. Nilai SAKIP
Capaian indikator nilai SAKIP ditentukan olech Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui
evaluasi SAKIP.

b. Tingkat Maturitas SPIP;
Capaian tingkat maturitas SPIP ditentukan berdasarkan hasil
evaluas: BPKP dan Penjaminan Kualitas oleh APIP

c. Nilai Leveling APIP,
Milai Leveling APIP ditentukan dari Evaluasi BPKP.

d. Nilai Persepsi Korupsi.
Nilai Persepsi Korupsi dihasilkan dari SBurvey Penilaian Integritas
Yang dilaksanakan oleh KPK

Berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2021 - 2026, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen menggunalkan
Maturitas SPIP sebagai Indikator Kinerja tama (TKU).

Adapun capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan 2.5
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Berdasarkan Tabel 2.4 dan 2.5 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Nilai SAKIP
Nilai SAKIP merupakan indikator tujuan Perangkat Daerah,
dalam hal ini adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen,
Berdasarkan Swurat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementrnan
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Indonesia No.B/241/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024 Hal:
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Tahun 2024, nilai SAKIP Kabupaten Kebumen adalah 67,54 dan
target 71 sehingga capaiannya adalah 95,13%. Nilai 67,54 masuk
dalam predikat B. Hal tersebut menunjukan bahwa implementasi
AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit
kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan
komitmen dalam manajemen kinerja. Hasil evaluasi komponen
yvang dinilai adalah sebagaimana Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6
Hasil Evaluasi Komponen Nilai SAKIP Tahun 2024
No Komponen Yang Dinilai Bobot Nilai |
1 | Perencanaan Kinerja 30 22.90
2 | Pengukuran Kinerja 30 21,19
3 | Pelaporan Kinerja T 15 10,06
4 |Evaluasi Akuntabilitas Kinera | 25 13,39
Internal
Nilai Hasil Evaluasi 100 67.54
Tingkat Akuntabilitas Kinerja | B

b. Tingkat Maturitas SPIP
Maturitas SPIP merupakan indikator Kinerja urusan pengawasan.
Berdasarkan Laporan Repala Perwakilan BPKP D.I Yogyakarta
No.PE.09.03/LHP-394 /PW12/3/2024 tanggal 17 Desember 2024
Hal ;: Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri dan
Penjaminan  Kualitas  Maturitas  Penyelenggaraan  SPIP
Terintegrasi Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Kebumen,
nilai maturitas SPIP Terintegrasi Kabupaten Kebumen terealisasi
3,301 dari target 3,30 sehingga capaian kinerjanya 100,03% atau
telah memenuhi karakieristik maturitas penyelenggaraan SPIP
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pada Level 3 (terdefinisi)., Nilai maturitas penyvelenggaraan SPIP

Terintegrasi Kabupaten Kebumen diuraikan scbagaimana tabel

2.7 berikut:
Tabel 2.7
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No | Penilaian Hasil Penilaian Hasil Evaluasi Nailk, turun
per Mandiri Nilai
Komponen Milai Milai Milai MNilag Komponen
Unsur | Komponen | Unsur | Komponen
Maturiias 4,339 3,301 0,038

Penvelenggaraan

ZHP

Terinteprasi

I | Penctapan | 4,000 | 600 4,000 1 600 (0,0
fuuan

2 | Struktur 3,147 0,944 2,921 0,876 (0,226) |
dan Proses

3 [ Pencapaian | 2,650 0,756 2,750 0,825 0,100 |
Tujuan

Adapun hasil evaluasi BPKP atas Nilai Maturitas Penyelenggaraan
SPIP Terintegrasi Kabupaten Kebumen Tahun 2024 adalah

sebagai berikut:

1. Pemenintah Kabupaten Kebumen telah menvusun risiko

strategis pemerintah daerah, risiko strategis perangkat daerah
dan risiko operasional perangkat daerah. Rencana tindak
pengendalian sudah diimplementasikan namun rencana tindak
pengendalian belum dilakukan penilaian efektifitas tindak
pengendalian menurunkan level risiko secara berkala oleh
perangkat daerah, Karena belum sepenuhnya dapat
mengurangi dampak atau menghilangkan penyebab,

. Kebijakan tentang pengendalian sudah dibangun dan
diimplementasikan, namun belum dilakukan evaluasi oleh
Pemerintah Daerah.

. Pemerintah  Kabupaten Kebumen telah —membangun
komunikasi yang efektif, namun komunikasi yang efektif belum
dilakukan secara berkala:

4. Pemerintah Kabupaten Kebumen memperoleh opini laporan

keuangan Wajar Tanpa Pengecualian selama 5 tahun berturut-

turut pada periode 2019 - 2023, namun terdapat temuan



pemeriksaan berulang sebagaimana termuat dalam Laporan
Hasil Pemeriksaan BPK-RI.
c. Nilai Leveling APIP
Level Kapabilitas APIP merupakan indikator kinerja program
penyelenggaraan pengawasan dan indikator kinerja kunci (IKK)
Berdasarkan Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor :
PE.09.03/LHP-223/PW12/6/2024 tangpal 9 Apustus 2024 Hal
Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
pada Inspekiorat Kabupaten Kebumen Tahun 2024, bahwa
Inspektorat Kabupaten Kebumen telah memenuhi karakteristik
Kapabilitas APIP Level 3 (Delivered) dengan skor 3,27.
Rincian hasil evaluasi penilaian mandiri kapabilitas APIP
sebagaimana tabel 2.8

Tabel 2.8
Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2024
Hasil Penilaian Hasil
No Elemen Mandiri Evaluasi
1 | Pengelolaan SDM 0,63 3 0,54 3 ll
Praktik Profesional 0,72 4 0,63 3
3 | Akuntabilitas dan| 0,24 4 0,24 4

Manajemen Kinerja

4 |Budaya dan Hubungan| 0,18 | 3 | 0,18 | 3

Organisasi
Struktur Tata Kelola 0,48 4 0,48
& | Peran dan Layanan 1.60 3 1,20 | 3
Simpulan 3,85 3 3,27 3

Penilaian kapabilitas APIP Level 3 (Delivered) ini menunjukan
bahwa Inspektorat Kabupaten Kebumen telah melaksanakan
aktivitas pengawasan (assurance dan consulting) scsuai dengan
standar dan praktik professional, serta hasil pengawasan
Inspektorat kabupaten Kebumen cukup berkualitas dan
memberikan keyakinan memadai alas ketaatan dan 3E (Efisien,
Efektif, Ekonomis} peringatan dini dan peningkatan efektivitas
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Manajemnen Resiko [MR],
Pemerintah Daerah.

serta perbaikan tata kelola bagi

. Nilai Persepsi Korupsi

Nilai Persepsi Korupsi merupakan indikator kinerja program
MNilai
Persepsi Korupsi mengambil dan Survey Penilaian Integritas yang
dilakukan oleh KPK. Berdasarkan hasil
Integritas Tahun 2024, hasil survey penilaian integritas untuk
Kabupaten Kebumen adalah 75,00. Nilai Survey
Integritas menggunakan skala 1 sampai 100, Sedangkan nilai

perumusan  Kebijakan, pendampingan dan asistensi,

Survey Penilaian
Penilaian
persepsi Korupsi menggunakan skala 1 sampai 5, sehingga untuk
mendapatkan nilal persepsi korupsi maka nilail survey penilaian

integritas di konversi menjadi skala 1 sampai 5 yaitu nilai survey
penilaian integritas dibagi 20. Dari hasil survey tersebut, maka

capaian nilai persepsi korupsi adalah [75,00/20) = 3,75.

C. Capaian Kinerja Keuangan Inspektorat Dacrah Sampai Dengan
Triwulan II Tahun 2025

sub kegiatan sampai dengan triwulan

Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025
adalah Rp. 16.307.744.000 dengan realisasi keuangan sampai dengan
triwulan [l Tahun 2025 adalah Rp. 4.884.225.018 atau 29,95%. Data
capaian kinerja keuangan untuk masing-masing program, Kegiatan dan

sebagaimana tabel 2.9 berikut

I Tahun 2023 adalah

Tabel 2.9 Capaian Kinerja Keuangan sampai Triwulan II Tahun 2025

No Uraian Anggaran Realisasi APBD | Presentase
(Rp) {Rp {%a]
INSPEETORAT DAERAH | 16.307.744.000  4.884.225.018 29, 95
1 Program Penunjang 9.931.870.000 | 4.407.537.828 | 44,38
Urusan Pemerintah
1.1 | Perencanaan, 42.140.000 | 15.241.100 36,17
Penganggaran, dan
Ewvaluas Kinerja
Perangkat Dacrah
a | Penyusunan Dokumen 31.540.000 13.361.100 | 42,36
Perencanaan Perangkat
Daerah _ | I
b | Evaluasi Kinerja 10,600,000 1.880.000 17,74
Perangkat Daerah
1.2 | Administrasi Keuangan 0.255.488.000 4.208.762.981 45,47
Perangkat Daerah
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Mo

Uraian

Anggaran
[Rp)

Realisasi APBD
(Rp)

Presentase
(%]

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

9.241.706.000

4.204 487 98]

45,40

1.3

Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/ Verifikasi

Repegawaian Perangkat
Daerah

13.782.000

52.776.000 |

4.275.000

31,02

Pendidikan dan Pelatihan
Pegawail Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

52.776.000

5.580.000

10,57

10,57

1.4

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

92.363.000

45.961.357

49,76

Penyediaan Komponen
Intalasi

Listirik /Penerangan
Bangunan Kantor

13.500.000

7.B80.500

28,37

Penvediaan Bahan
Logistik Kantor

8.150.000

3.760.000

46,14

Penyediaan Barang
Cetakan dan Pengadaaan

7.907.000

2.011.200

63,38

Penvediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

3.500.000

1.740.000

449,71

Penyediaan
Bahan/Material

13.842.000 |

9.898.800

71,51

Penyelenggaraan Rapat
koordinasi dan

Konsultasi SKPD

41.865.000

14.091.357

33,66

Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

3.599.000

3.579.500

99,46

1.5

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Dacrah

139.900.000

]

0,00

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya

20.000.000

0,00

Mebel

820.000,000

0

0,00

Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnva

39.900.000

0

0,00

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

187.107.000

81.184.362

43,39

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

3.000.000

876.800

29,23

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

122.132.000

54.207,282

44,38

Penyediaan Jasa

61.975.000

26.100.280

k}:}
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Mo

Uraian

Anggaran
{Rp)

Realizasi APBD

Presentase

(o)

Pelayanan Umum Kantor |

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah

162.096.000

S0.808.028

31,34

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau

Lapangan

137.096.000

44 .575.028

——=pm

2.1

Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya
Program
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan
Pengawasan Internal

25.000.000

6.233.000

32,51

24,93 |

| 6.064.046.000

324.162.978

5,35

5.912.143.000

267.352.553

4,52

Pengawasan Kinerja
Pemenntah Daerah

77.181.000

42,429 451

54,97

o

Pengawasan Keuangan
Pemerntah Daerah
Reviu Laporan Kinerja

173.100.000

36.219.000 |

B5./45.788

37,98

14.124.775

39,00

Reviu Laporan Keuangan

45.973.000

23.031.500

50,10

-0

5.453.737.000

Kerjasama Pengawasan
Internal

83.716.000

89.208.739

1,64

21.158.300

25,27

Monitoring dan Evaluasi
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI dan
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP

42.217.000

11.654.000

27,61

2.2

Penyelenggaraan
Pengawasan dengan
Tujuan Tertentu

151.903.000 |

56.810.425

37,40

Penanganan Penyelesaian
Kerugian Negara/Daerah

48.680.000

15.681.225

3221 |

Pengawasan dengan
Tujuan Tertentu

Program Perumusan
Kebijakan,
Pendampingan Dan
Asistensi

103.223.000

311.828.000

41.129.200

152.524.212

39,85

48,91

3.1

Perumusan Kebijakan
Teknis di Bidang
Pengawasan dan Fasilitasi
Pengawasan

19.623.000

7.873.500

40,12

Perumusan Kebijakan di
Bidang Pengawasan

8.892.000

0,00
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JNu

Uraian

Anggaran
(Rp]

Realisasi APBD
(Rp)

| b | Perumusan Kebijakan di

Bidang Fasilitasi
Pengawasan

10,731.000

7.873.500

3.2

Pendampingan dan
Asistensi

Pendampingan dan
Asistensi Urusan
Pemerintahan Daerah

43.872.000 |

144.650.712

14.475.200

49.50

[ 32,99 |

Pendampingan Asistensi,
Verifikasi, dan Penilaian
Reformasi Birokrasi

47.773.000

35.332.150 |

53,03

Koordinasi, Monitoring
dan Evaluasi serta
Verifikasi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi

143.447.000

Pendampingan, Asistensi
dan Verifikasi Penegakan
Integritas

73.149. 362

50,99

¥

57.113.000

31.694.000

55,49

Berdasarkan tabel diatas, dari 3 program yang dilaksanakan Inspektorat

Daerah Kabupaten Kebumen, capaian keuangan sampai dengan triwulan 1
tahun 2025 adalah Rp 4.884.225.018,- (29,95%). Dan terdapat 1 kegiatan
yang realisasi keuangannya masih Rp 0,- yaitu Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah vang dikarenakan belanja
barang berupa pengadaan mebel dan peralatan mesin yang proses

pengadaannya melalui e-purchasing terkendala pembayaran dikarenakan
adanya pergantian nomor handphone bendahara Inspektorat Daerah

Kabupaten Kebumen.

D.Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah
Daerah

1) Tingkat Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah dan hal kritis yang

terkait dengan pelayanan Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

serta Tata Kerja Inspektoral Daerah, Inspektorat Daerah mempunyai

tugas membaniu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas

pembantuan oleh Perangkat Daerah serta membina dan mengawasi

penyelengegaraan permnerintahan Desa.
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Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen
tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan
yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan
pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan
kepada seluruh Perangkat Daerah vang berada di dalam wilayah
Pemerintahan Kabupaten Kebumen. Inspektorat Kabupaten Kebumen
scbagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan
urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk
mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas
pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance
maupun pemerintahan yang bersih (Clean Government).

Adapun fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen
melipuati:

a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
PENEAWASAD;

b} Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan
lainnya;

c] Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat:

d) Penyusunan laporan hasil pengawasan

¢) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

f]| Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

g| Pengawasan pembinaan dan pengawasan terhadap desa dalam
rangka menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa;

h) Pelaksanaan fungsi lain yvang diberikan oleh Bupati,

Tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen

Tahun 2024 dan capaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun

2025 secara umum baik.
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2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapai dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.
Dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya Inspektorat

Daerah  Kabupaten  Kebumen  dihadapkan pada  beberapa

permasalahan, yaitu:

a) Dukungan sebagian pimpinan/manajemen perangkat daerah
terhadap pelaksanaan penerapan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) masih kurang memadai, Tanpa komitmen
pimpinan, agenda yang telah ditetapkan akan  sulit
diinternalisasikan kepada seluruh pegawai. Saat ini masih banyak
Kepala Perangkat Daerah yang berpendapat bahwa SPIP merupakan
beban tugas tambahan dan formalitas, dan belum menjadi
kebutuhan organisasi;

b) Auditan/Perangkat Daerah tidak tertib dan tepat waktu dalam
memenuhi dokumen untuk bahan audit;

¢} Dalam penanganan pengaduan masyvarakat, perangkat daersh dan
Aparat Penegak Hukum, APIP terkadang kesulitan dalam akses
untuk memperoleh bukti dan terdapat keterbatasan kompetensi
bidang teknis/aduan yang ditangani;

d] Kualitas dan kuantitas SDM aparat pengawas belum sebanding
dengan beban tugas dan kewenangannya;

¢) Obyek pemeriksaan belum seluruhnya selesai menindaklanjuti hasil
pengawasan eksternal dan internal;

fj Proporsi anggaran untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen
belum sesuai Permendagri No. 15 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024;

gl Sarana prasarana seperti laptop, kendaraan roda 4 masih kurang
memadai.

3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.
Terhadap permasalahan yang ada, dampak yang terjadi antara
lain:

a. Kasus/aduan belum tertangani 10089

b. Kualitas hasil pemeriksaan belum optimal;

¢. Penerbitan laporan hasil pemeriksaan belum tepat waktu,

Dampak tersebut tentu berpengaruh terhadap kinerja pelayanan yang

dilaksanakan dan tentunya sangat berpengaruh terhadap pencapaian
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visi misi Bupati Kebumen, dimana Inspektorat Daerah mendukung visi
misi Bupati Kebumen yang pertama yaitu Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan vang baik melalul pelayanan birokrasi vang responsif

serta penerapan ¢-gov dan open gov. Dengan capaian kinerja pelavanan
Inspektorat Daerah tentu akan mendukung pencapaian visi misi

Bupati Kebumen.

4) Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan
Inspektorat Daerah.

Tantangan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten

Kebumen dalam meningkatkan pelayanan Tahun 2025, antara lain
sebagai berikut:

a)

b)

h)

i

Perlunya penguatan integritas, independensi, dan profesionalitas
APIP:

APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ckonomis, efektif,
dan efisien) dari suatu kegatan dan mampu memberikan konsultasi
pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal;

Perlunya penguatan integritas, independensi, dan profesionalitas
APIP:

Perlunya peningkatan kompetensi dan pemenuhan jumlah SDM
APIP;

Optimalisasi pengawasan terhadap pengaduan masyarakat;

Praktik pengawasan harus sesuai standar profesi;

Berkembangnya paradigma pengawasan, vyaitu APIP sebagai

strategic partner, quality assurance, and consulting.
Penyelesaian audit keuangan dan pengawasan untuk peningkatan
pendapatan;
Terdapat beban tugas pengawasan yvang diluar program kena
pengawasan yang sudah ditetapkan yang merupakan mandatory
vang harus dilaksanakan bailk dan kepala daerah maupun
pemerintah pusat.
Banyak perangkat daerah yang minta keterlibatan Inspektorat
Daerah Kabupaten Kebumen mulai proses perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan;

Peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Daerah

Tahun 2025, antara lain sebagai berikut:
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al Komitmen/Dukungan Kepala Daerah vang tercemin dalam RPJMD
dan Internal Audit Charter (IAC);

b} Kerjasama/koordinasi dengan BPKP Perwakilan DIY dalam
pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah
terjalin dengan baik;

¢} Sudah ada kerjasama antara Pemerintah Kabupalen dengan
Repolisisn Resor Kebumen, Kejaksaan Negeri Kebumen tentang
koordinasi APIP dengan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan
laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana
korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

d} Dukungan anggaran;

2] Dukungan sarana dan prasarana;

fj Rencana penerapan pengawasan berbasis risiko.

5) Formulasi isu - isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas Tahun 2025
a) Penguatan peran Inspektorat Daerah agar dapat berkontribusi
secara signifikan dalam pencapaian tujuan strategis Daerah, melalui
peningkatan kualitas SDM Pengawasan;

b) Peningkatan Kapabilitas APIP dan penerapan manajemen risiko pada
skala Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;

¢} Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bersih dari korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai [WBBM)
menyeluruh ke seluruh perangkat daerah secara bertahap;

d) Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa;

e) Pengawalan SPIP, Reformasi Birokrasi, MCP di perangkat daerah;

f) Pengawalan desa anti korupsi;

g) Pengawalan laporan keuangan pemerintah daerah;

h) Pengawasan kinerja di perangkat daerah dan BUMD;

i) Penanganan aduan dan probity audit:

jl Kerjasama pengawasan internal (saber pungli).



E. Review Usulan Program dan Kegiatan
1) Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis
kebutuhan

Program pada Inspekiorat Daerah tetap berpedoman pada Rencana

Strategis yang telah disusun khususnya pada pelaksanaan tahunan.

Pada Rencana Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun

2021-2026 telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 90 Tahun 2019. Adapun program Tahun 2025 adalah sebagai

berikut :

a) Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Program penyelenggaraan pengawasan terdiri dari 2 kegiatan dan 9
sub kegiatan.

b} Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
Frogram perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi terdiri
dari 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan.

c) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
terdiri dari 7 kegiatan dan 20 sub kegiatan.

Adapun perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil

analisis kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.10
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Tabel 2.10

Perbandingan antara Renja Murni Tahun 2025 dan Renja Perubahan Tahun 2025

| Catatan

Mo Renja Murni Tahun 2025 Fenja Perubahan Tahun 2025
Pentng
1
Program/ Indikator Kinera Pagy Indikatil Program | i | Indikator Kinerja Target | Pagu Indiatil
Keglatan/ Sub Kegiatan/ Sub Capaian
Kegiatan Kegiatan 3
1 2 4 F G ia 12

[ UMELR Maturites SPIP " 10.329.27H.493 | UNSUR Maturitas SHIP 330 [, 259, 220, 000

PENCGAWASAN PENGAWASAN

URUSAN LURLUSAN

PEMERINTAHAN PEMERINTA

HAMN

6,01 | INSPEKTORAT INSPEKTORAT 14,255, 220,000

DAERAH DAERAH
.01, | PROGRAM CAKUPAN 8037278403 | PROGRAM CAKUPAN 100% 9.770.262.000
ol PENUNJANC FELATANAN PENUNJANG PELAYANAN

LURLUSAN FENUNJANC URUSAN PENUNJANG

FEMERINTAH URLISAN PEMERIN LRLISAN

DAERAH FEMERINTAHAN TAH DAERAH PEMERINTAHAN

DAERAH DAERAH

6.01. | Perencanaan, Jumlah 45.118.000 | Perencanaan, Jumlbah 10 42 140,000
01.2. | Penganggacan, Pereticanann, Penganggaran, Perencanman, Dokimen
a1 dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran,

Kinerja Peranglat dan Evaluasi Kinerja dan Evahiasi

Daerah Kinerja Peranghat Peranploat Kinerja Peranghat

Daersh Draerah | Dasrah =

6.01. | Penyusunan Jumiah Dokoomen 32010000 | Penyusunan | Jumlak Dokumen | & 31.540.000
012 | Dokumen Perencanaan Dokumen | Perencanasn Dinkumen
Q1.0 | Perencamnaan Peranghal Dasrah Peréncanaan | Perangkat Daerah
001 perinpkal Dasrah

Peranglat
daerah




Mo Fenja Murnt Tahun 2023 | Renja Perubahan Tahun 2025 Catatan

Penting
Program Lokasi Indikator Kinerja Target Pagru Tridikeatil Program | Lokasi Indikator Kinerja Terget Pagu Indikatif
Kegintan/ Sub Capaian (Rp.) Kegiatan, Sub Capaian {Ep.}
Kegiatun Kegintan = ——=—aml| I,
6.01. | Evaluasi Kinerin Kah. Jumlah Laporan 4 Laparan 13.218.000 | Evaluasi Kah, Jumlah Laporan 4 Laporan 10 B0, 000
©1.2. | Perangkat Dacrah | Kebumen | Evalunsi Kinera Kinsra Kb Evaluasi Kinerja
010 Peranghkat Dacrah Perangkat men Perangkat Dacrah
agy Daerah
6.01, | Administrasi Kalb. Jumlah Bulan i2 Bulan §.197.524.493 | Adminisiresi Kalb, Penyvedipan 12 Bulan 8,595, 480.000
012, | Keuangan Kebumen | Penyediann Heusngan Kebae Adrmministrasd
oz Perengkat Dasrah Administrasi Perangkat men Keuangan
| Keuangan Daerah Peranghkat Daerah
3 Peranghkat Dacrah
6.01. | Penvediaan Caj Kab. Jumldh orang 55 Orang/ B.1B3.528.453 | Penyedinan Kah, Jumlah orang T3 Orang/ .08 1658000
01.2. | dan Tunjangsn Kebumen | vang menerima bulan Gajl dan Kebii yani imenerima bulan
G20 | ABN Grajl dan Tunjangan [T Gaji dan
L] Tanjarngan ASN ASN Tumjangan ASN
.01, | Pelaksanaan Kah. dumlsh Delemen | 52 14,000,000 | Pelaksanaan Kah. Jumlah Dokumen | 5 Dakurmen 13.782.000 |
01.2, | Penatausahaan Kebumen | Penatausahasn Dokumen Penatausaha- | Kebu Pelaksanaan dan
020 | dan dan Pengujlan an dan men Pengujian / verifik
a0 Pengujian /Veril Verifikasi Pengujian / asl kewangan
knsi Keuangan Keuangan BKPD Verifikasi SKFD
SKPD Keuangan
BEFPD
B.01. | Adrninistrssi Hak, Jumnlah 4 oramg 67.904.000 | Administrasi HKah, Jumiah 4 Orang B2 76000
01.2. | Kepegawaian Kebumen | Administrasi Kepeguwaisn Kebu Adminirirasi
5 Perungkst Dacrah Kepegawaian Perangkat men Kepegawaian
Perangikat Daerah Daerah Perangkat Daerah
6.01, | Pendidikan dan Kab. Jumlaih pegaaial 4 Oreng &7.904.000 | Pendidikan lak, Jumilah pegaweai 4 Crang 52,776 000
1.2, | Pelatihan Pegawai | Hebumen | berdasarkan dan Pelatihan | Kebu berdasarkan
5.0 | Berdasarkan iugas dan fungai Pegawai men tugan dan fungsi
Q0% | Tugas dan Fungsi yang mengibut Berdasarkan yarg menpioot
pendidikan dan Tugas dan pendidilean dan
pelatihan Furnggsi prelatiban
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N “Renja Murni Tahun 2025 Renja Perubahan Tahun 2025 Catatan
Penting
Program | Ladleasi Indikator Hinerja Target Pagu Indikatif Program Lokasi | Indikator Kinerja Target Pagu Incikuedf
Kegiatan/ Bub Capaian (R Kegiatan, Sub Capaian (R
Kegintan Kegiatan
6.01, | Administrasi Kah, Jumiah Bulan 12 Bulan 149 500,000 | Administrasi Kahb, Jumlah Kegiatsn | 12 Bulan 02,363,000
01,2, | Umum Perangkat | Kebumen | Penyediaan Umum Kebu Administrasi
i1 Daeruh Administras Perangkat men Umum Peranghkeat
Umuym Dascah Daerah
Perangksl Daerah -}
£.01. | Penyediaan Hab. Jumlah Paket 1 Paket 15,000,000 | Penyediaan Kah. dumlah Paket | Paket 13.500.000
01.2. | Komponen Kebumen | Komponen Komponen Kebu komponen
6.0 | Instalasi Listrik/ Instelasd Listrik Instalas men Instalasi Listrik/
00l Penerangan Penerangan Liatrik/ Pencrangan
Bangunan Kamtor Bangunan Kantor Penerangan Brngunan Kantor
vang disediakan Bangunan yang disediakan
= Eﬂﬁu T
£.01, | Penyediaan Kab. Jumlah Palost 12 Paket 1:2.000.000 | Penyediaan Hak, Jumlah Paket 12 Paket B.150.
01.2. | Bahan Logistik Kebumen | Bahan Logistik Bahan Logistilk | Kebu Bahan Logistik
Q6.0 | Kantor Kantor vang Hantor mn Kantor yang
04 [ [Heediakan 1 Disediakan
6.01. | Penyediaan Kab, Jumlah Paket 2 Paket B 000,000 | Penyediaan Kal. Jumlah Paket 2 Paket T 907.000
01.2. | Barang Cetakan Kebumen | Barang Cetakan Barang Kebu Barang Cetakan
06.0 | dan Penggandaan dan Penggantdann Cetakan dan EreT dan Penggandaan
05 yENE disediakan Penggandaan yang disediakan
fll, | Penyediaan Bal. Jumlah Dekumen | 5 Dolumen 3.500.000 | Penyvediaan Hah. Jumlah Dokumen | 12 2,500,000
1.2, | Bahan Bacaan Eebumen | Bahan Bacasn Bahan Bacaan | Kebu Bahan Racaan Diwlourmnien
.0 | dan Peraturan dan Peraturan dan Peraturan | men dan Peraturan
006 | Perundang- Perundang — Perundang- Perundang -
Urnidangan undanpan YafE Undangan undangan Yamng
disediakan digediakan
6.01. | Penyediasn Kab, Jumiah Paket 3 Paket 16.000.000 | Penyediaan Kah, Jumiah Paket 3 Paket 13 B42.000
01.2. | Bahan/Material Kebumen | Bahan / Material Bahan/ Keb Bahan / Malerial
6.0 _ yvang discdiakan Material mern vang dizediakan
o7 |




Rinja Murat Tabun D025

Fenin Perubahan Tahun 2025

Calslan

Penting
Program,{ Lol Indikator Kinerja Targe Pagru Indikaiil Program Lokcasi Indikator Kinesja Target Pagu Indikatif
Kegiatan/ Sub Capaian iRp.) Kegintan Sub Capaian LN
Kegiatan Kegiatan i
6.01. | Penyelenggaraan | Kah. Jumlah laporan 20 Laporan S0.000.000 | Penyelenggara | Kab. Jumlsh laparan 200 Laparsn 41,865 000
01.2. | Rapat Koordinesi | Kebumen | penvelenggaraan an Ropat HKebu penyelengEaraan
06.0 | den Konzultas Rapat Koordinasi Koordinasl dan | men Rapat KEoordinmsi
odd | BKPD dan Konsultasi Konsaliasi dan Konsultasi
SKFD SKPD BKPD

6.01. | Penatausshaan Kab. Jumlah Dolumen | 4 Dukumen 4,000.000 | Penatausatia Kah. Jumlah Dokumen | 4 Dokumen 3,599,000
01.2. | Arsip Dinamis Kebumen | pepatausahaan an Arsip Hebu penatausahiaan
06.0 | pada Satuan arsip dinagmis Dinamis pada | men arsip dinamis
010 | Kerja Peranglkat pada SKFD Satuan Kerja pads SKPD

Daerah Perangha

Daerah

6.01. | Pengadaan Kab, Jumlah 30 Unit, 140,000,000 | Pengadasn Kahb, | Jdumish 38 Unit 212,400,000
01.2. | Barang Milik Kebumen | Pengadaan Barang Milik Kebua Pengadaan
QOOT | Daerah Barang Milik Daerah et Barang Milik

Peniunjang Daerah Penunjang Daerah

Lrrusin Penunjang Urusan Penunjang

Pemerintah Urusan Pemerintah Uruean

Daerah Pemarintah Daerah Pemerintah

Daerah Daerak

6,01, | Pengadaan Mebel | Kab. Jumlah Paket 24 Unit 20,000,000 | Pengadasn Kzh. Jumlah Pabet 20 Unit 200, Q0 D0
a1.2. Eebumen | Mebel yang Mebhel Hebu Mebel vang
07.0 Disediaken men DCinediakan
00s
6.01. | Pengardaan “Kab, Jumilah Unit 5 unit &0.000.000 | Pengadaan Hab, Jumlsh Unit [7Unit | 152.500.000
01.2. | Peralatan dan Kebumen | Peralaten den Peralaton dar | Kebu Peralatan dan
07.0 | Mesin Lainnya Mesin Lunnya Mesin Lainnyns | men Mesin Lainnys
AL yang Disediakan yang Dhsedialean




Mo " Renja Murni Tahun 2025 Renja Perubahan Tahun 2025 Catatan
Penting
Prograrm/ Lazbezms Indikator Kinerja Targel Pagu Indikatld Progriam Lokasi | Indikator Kinerja Target Pagu Indikatil
Kegiatan/ Bub Capaian (Rp. Kegiatan/ Sulb Capaian [Rp.)
Kogiatan Kegiatan LIPS I
601, | Pengadaan Kah, Jumlah Unit Lt 40.000.000 | Pengadaan Kab. Jumlah Unit I Umit 30900000
01.2, | Sarana dan Kebumen | Sarana don Sarana dan HKebu Sararg dan
070 | Prasarons | Prasarana Prasarana T Prasarans
alo Credung Kentor Gedung Kantor Chedung Gedung Kantor
alau Bangunan atau Bangunan Hantor atau atau Bangunan
Lainnya Lainnya yang Bangunan Lainnya yang
Disedialean _| Lainnya Dhsediakan
&.01. | Penyediean Jasa | Kab, Jumilah Bilan 12 Bulan 175,132,000 | Penyediaan Hah. Jumiah 12 Bulan 193.007.000
01.2. | Penunjang Kebumen | Penyediasn Jnsa Kebu Penyediaan Jasa
04 Uitusan Jass Penunjang Penunjang men Penunjang
Pemeriniah Urusan Urusan Urusan
Dacrah Pemerintahan Pemerintak Pemerintah
Craerah Daerah Dasrah
b.01. | Penyedisan Jasa | Kab, Jumlah Lapofan 12 Laporan 2.000.000 | Penyediaan Kab, Jumlsh Laporasn 12 Laporan 3.000.000
01,2, | Surat Menyural Kebumien | Penyediaan Jesa Jwan Sural Kehu Penvediaan Jasa
as.0 SBurat Menyurat Menyurat men Surat Memyural
0ol
6.01. | Penyediaan Jasa | Kab. Jumlah Laporan | 12 Laporan 132.132.000 | Penyediaan Kab, Jumlah Laporan | 12 Laporan 142,132.000
01.2. | Komunikasi, Kebumen | Penyediaan Jasa oJama Ketbu Penyediaan Jass
Q8.0 | Sumber Dayva Air Homunikasi, Komunikasi, men Eomunikasi,
D02 | dan Listrik Sumber Dayva Air Sumber Daya Sumber Duya Air
dan Listrik yang Air dan Listrik dan Listrik vang
digediakan digediakan
6.01, | Penyediasn Jasa Kahb, Jumlah laporan 12 Laporan S0.000.000 | Penyedisan Kalb. Jumlah laporan 12 Laporan 47875000
01.2. | Pelayanan Umum | Kebumen | Penvediasn {asa Jasn Eebu Penyedinnn jann
.0 | Kentor Palayanan Umum Pelayanan men Pelayanan Limum
Q04 Kantor yang Umnm Kantor Kanlor yung
Driscdiakan [hsedinkan | =
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Renja Perubahan Inspektoral Daerah Tahun 2025 di awah adanya

penvampaian nota dinas kepada Sekretaris Daerah Kabupaten

Kebumen MNomor : 000.7.2.3 / 318 / 2025 tanggal 29 April 2025

tentang Permohonan Tambahan Anggaran pada RKPD Perubahan TA

2025 unituk sub kegiatan berikut :

a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi vang akan di gunakan untuk diklat tekms dan diklat
penjejangan [ sertifikasi

b) SBub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Lisirik, dikarenakan anggaran belanja jasa listrik baru tersedia
sampai Bulan Oktober 2025.

c) Sub kegiatan jasa pelayanan umum kantor untuk THR P2K

d) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

e) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk
pengadaan genset beserta rumah pgenset dan pengadaan laptop
sejumlah 10 unit.

fi Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional yaitu untuk
pengadaan 1 {unit) kendaraan dinas operasional roda 4.

£] Pengadaan mebel untuk pengadaan meja dan kust stal CPNS serta
uniuk mengganti meja dan kursi stal yvang kurang layak.

h] Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Kemudian berdasarkan Surat Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian Dan Pengembangan Daerah Nomor 000.7.2 / 416 [ 2025
tentang Entri Perubahan RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026,
vang mendapal alokasi tambahan anggaran adalah sub kegiatan
sebagai berikut :

a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

b] Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

¢)] Penvediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listnk

d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

©) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

fi Pengawasan Desa

g) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Adapun untuk penambahan anggaran pada sub kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi serta sub kegiatan
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Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional tidak mendapat alokasi namun

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen mendapatkan tambahan
anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan

fungsi dan pengadaan kendaraan dinas operasional yang di alokasikan
pada anggaran Sub kegiatan Pengawasan Desa,

57



TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
A, Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
1. Evaluasi SAKIP

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah salu strateg
yvang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan
reformasi birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih
dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel serta meningkatnya
kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, yang dimaksud Akuntabilitas Kinerja [nstansi
Pemerintah vang sclanjutnyva disingkat AKIP adalah
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah
melalui  implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja [nstansi
Pemerintah  [SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematik dan
berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan
penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,
pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah,
dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi
pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP
dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian
kinerja vang tcpal sasaran dan berorientasi  hasil, maka
dilaksanakan evaluasi AKIP atau evaluasi implementasi SAKIP.

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah proses yang integral
pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus
oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang
efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat
SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara
menyeluruh oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
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Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, didalamnya ~ dinyatakan bahwa Inspektorat
Kabupaten/Kota adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang
bertanggungjawab langsung kepada Bupati/walikota.

Pasal 47 ayal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008,
untuk memperkuat dan menunjang efektifitas Sistem Pengendalian
Intern dilakukan pengawasan mtern atas penyelenggaraan tugas dan
fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara.
Pengawasan intern dilakukan oleh aparat pengawasan intern
pemerintah. Aparat pengawasan intern pemerintah terdiri dari:

1) BPKP

2} Inspektorat Jenderal atau nama lain vang secara fungsional
melaksanakan pengawasan intern;

3) Inspektorat Provinsi; dan

4] Inspektorat Kabupaten [ Kota.

Inspektorat  kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap

seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi

satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yvang didanai dengan

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota,

Inspektorat kabupaten/kota melakukan reviu atas laporan keuangan

pemerintah  daerah  kabupaten/kota sebelum — disampaikan

bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Aparat  pengawasan intern  pemerintah  melakukan
pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan
dan kegiatan pengawasan lainnya.

3. Indek Persepsi Anti Korupsi

Indek Persepsi Anti Korupsi ([PAK] merupakan instrument
pengukuran tingkat korupsi untuk instansi pemerintah di
lingkungan di Indonesia. Penilaian IPAK merupakan salah satu
upaya pembangunan Zona Integritas. Nilai Persepsi Anti Korupsi
Kabupaten Kebumen diperoleh dari Survey Penilaian Integritas (SPI)
Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam rangka menilai komitmen terhadap pencegahan
korupsi, Kemenpan dan RB menerbitkan Permenpan dan RB Nomor
10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menten
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Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52
Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Zona I[ntegritas
merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada
kementrian, lembaga dan pemerintah dacrah yang pimpinan dan
jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas
Rorupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melavani (WBBM).
Penilaian dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB. Untuk
Kabupaten Kebumen telah dilakukan pembangunan Zona Integritas
pada seluruh perangkat daerah, namun baru ada | Perangkat
daerah yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM, vaitu
DPMPTSP. Ke depan pembangunan Zona Integritas juga
diimplementasikan ke seluruh Perangkat Daerah. Dalam  hal
penguatan pengawasan di Kabupaten Kebumen telah dilakukan
upaya pencegahan korupsi yaitu pelaksanaan Monitoring Center for
Prevention (MCP}, merupakan sebuah program pencegahan korupsi
vang dinilai oleh Komisi Pencegahan Korupsi (KPK). Hasil Penilaian
MCP EKabupaten Kebumen Tahun 2023 sebesar 92,13, Nilai ini
mengandung beberapa unsur nilai :

* Percncanaan dan Pengangearan APBD ;99

* Pengadaan Barang dan Jasa : 95
= Perizinan 74
= Pengawasan APIP : 89
* Manajemen ASN 1 Ba
= (Optimalisasi Pajak Daerah : 91
* Pengelolaan BMD : 98
* Tata Kelola Desa : 100

Selanjutnya, tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam
Itjern Kemendagri pada Renstra adalah “mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean
goverment] serta berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah”.

Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah Tujuan vang ingin
dicapai oleh Inspekitorat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang
dalam Renstra Tahun 2024-2026 adalah *meningkatkan kualitas

&0



pengawasan yang terintegrasi”. Adapun sasaran yang hendak dicapai
oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu “meningkatnva
pengelolaan manajemen risiko pemda dan meningkatnya peran
pengawasan internal”.

B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi dan sejalan dengan misi Bupati Kebumen serta
menjadi pedoman untuk perumusan strategi. Namun demikian,
berdasarkan analisis pada penentuan faktor kunei keberhasilan dapat
ditetapkan tujuan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)
tahun mendatang, dengan mengacu pada pernyvataan visi dan misi
Bupati serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategi.

Sebagaimana diketahui ada beberapa tujuan dari visi-misi
Kepala Daerah terpilih. Adapun vang dijadikan acuan dalam
perumusan tujuan jangka menengah perangkat daerah adalah tujuan
dari misi kesatu wyaitu; *“terwujudnva reformasi tata kelola
pemerintahan yvang bersih dan baik dengan indikator Indek Reformasi
Birokras:, Adapun tujuan dari Inspektorat Daerah adalah mewujudkan
birokrasi bersih dan akuntabel, dengan indikatornya vakni Nilai SAKIP,
Remudian, sasaran vang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen vyaitu meningkatnya
peéngawasan inlernal pemerintah daerah.

Dalam konteks reformasi birokrasi terdapat perubahan
roadmap reformasi birokrasi. Pada tahun sebelumnya reformasi
birokrasi berfokus pada B area perubahan, namun mulai Tahun 2023
reformasi birokrasi diarahkan pada reformasi birokrasi general dan
reformasi birokrasi tematik. Reformasi Birokrasi tematik berfokus pada
5 sasaran, yaita penurunan kemiskinan, indeks transformasi digital
(khusus stunting), peningksatan realisasi investasi, penanganan laju
inflasi dan tingkat penggunaan produk dalam negeri. Untuk
mewujudkan tujuan terscbut, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen
berkontribusi dengan mewujudkan sistem pengawasan intern yang
mampu memberikan keyvakinan yang memadai bagi tercapainya
efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pemerintah daerah,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah, dan
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ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun indikator
urusan pemerintahan di bidang pengawasan yang diampu oleh
Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen adalah Maturitas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sagsaran merupakan hasil yang akan dicapal secara nyata
oleh perangkat daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur
dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang
ditetapkan diharapkan dapat tercapai dalam kurun waktu tertentu/
tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang
ditetapkan di atas. Sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya
pengawasan internal Pemerintahan Daerah, dengan indikator Maturitas
SPIP.

Tujuan dan sasaran serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat
Daerah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Inspektoral Daerah Tahun 2022-2026

e e

Indikator Target Tujuan/
Tujuan / Sasaran Tahun ke-
Nao Tujuan Sasaran Sasaran | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1, !l.u!emuju@l-:an Nilai aT e 71 T4 Fir
birokrasi SAKIP
bersih dan
aluntabel 3 A0 | 3 EF
Meningkat Nilai 3,10 3.20 3.20 o350 3.50
Matuntas
| SPIP
pPEOEawWASAN
| internal
Pemenntah
daerah
Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama Urusan Inspekiorat Daerah Tahun 2022-2026
Target Tahun ke-
No Indikator Satuan
Perangkat Daerah 2022 12023 (| 2024 | 2025 | 2026
1 Maturitaz SPIP Milai 3,10 3,20 3,30 3,40 3.50
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C. Program dan Kegiatan

b.

Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan.

Scbagaimana diketahui bahwa Visi Bupati Kebumen periode Tahun

2021 - 2026 adalah *Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin

Sejahtera, Mandini dan Berakhlak Bersama Rakyat”.

Untuk melaksanakan visi tersebut, maka dilaksanakan 5 misi yaitu:

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan
birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov yang
terintegritas

2. Peningkatan akseshilitas dan kuahtas pelayanan pendidikan,
keschatan dan kebutuhan dasar lainnya.

3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan
potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang
berbasiskan argo bisnis dan ekonomi kerakyatan

4. Peningkatan kualitas dan Kuantitas infrastrukiur yvang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

wn

. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermatabat

Berdasarkan visi misi tersebut, misi pertama selaras dengan tugas

dan fungsi Inspektorat Daerah. Untuk mewujudkan wvisi misi

tersebut, maka Inspektorat Daecrah Kebumen melaksanakan program

penyvelenggaraan pengawasan dan program perumusan Kebijakan,

pendampingan dan asistensi.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Program kerja vang dilaksanakan Inspektorat Daerah Tahun 2025

sesual kewenangan dan uraian tugas dalam rangka pencapaian

tujuan terdiri dari 3 program dan 11 kegiatan, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemenntah Daerah Kabupaten/Kota

yvang terdiri dari 7 kegiatan, yaitu :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pengkat
Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

¢. Administrasi Kepegawaian Perangiat Daerah;

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah;
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. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: dan
g Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan yang terdiri dari 2 kegiatan
yaitu ;
a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi vang
terdiri dari 2 kegiatan :
a. Perumusan Hkebijjakan Teknis di Bidang Pengawasan dan
Fasilitasi Pengawasan
b. Pendampingan dan Asistensi

Dari 3 Program dan 11 Kegiatan terdapat program dan kegiatan yang
terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu dan ada yang
tersebar ke berbagai kawasan.

Daftar program dan kegiatan yang terfokus pada kawasan dan yang
tersebar pada berbagai kawasan dapat dilihat pada Tabel 3.3 dan 3.4

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan yang terfokus pada kawasan tertentu
No Program Kegiatan Kelompok Sasaran
1 | Program ggaran
Pe o F"‘”"““““ﬂﬂ.* P"_engl_an ' | Aparat Inspektorat
nUnjang dan Evaluasi Kinerja Daerah Kab. Kebumen
Urusan Perangkat Daerah i '
E;T:H?_’mﬂh Administrasi Keuangan Aparat Inspektorat
Kab. K
Kabupaten /Kota Perangkat Daerah Daerah Kab. Kebumen
Administrasi Kepegawaian Aparat Inspektorat
Perangkat Daerah Daerah Kab. Kebumen
! Administrasi Umum Aparat [nspektorat
I Perangkat Daerah Daerah Kab. Kebumen
Pengadaan Barang Milik Aparat Inspektorat

Daerah Penunjang Urusan Daerah Kab, Kebumen
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang | Aparat Inspektorat

Urusan Pemerintah Daerah Diaerah Kab, Kebumen

Pemeliharaan Barang Milik Aparat Inspektorat




| No Program Kegiatan Kelompok Sasaran
Daecrah Penunjang Urusan Daerah Kab. Kebumen
Pemernintah Daerah
i 2 | Program | Perumusan Kebijakan Aparat Inspektorat
Perumusan Teknis di Bidang | Daerah Kab, Kebumen
kebijakan dan Pengawasan dan Fasilitasi
Pendampingan Penpawasan
Asistensi Pendampingan dan Asistensi | Perangkat Dacrah
Tabel 3.4
Program dan Kegiatan yvang tersebar ke berbagai kawasan
No Program Kegiatan Kelompok Sasaran
|l | Program Penvelenggaraan Perangkat Daerah,
Penyelenggaraan | Pengawasan Internal Desa, BUMD
Pengawasan

Penvelenggaraan
Pengawasan Dengan Tujuan
Tertentu

Perangkat Daerah,
Desa, Pegawai dan
Masyarakat terkait
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB

w

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Rencana kerja perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen

Tahun 2025 dan pendanaan mengacu kepada Surat Kepala Badan
Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Nomor 000.7.2 / 416
[ 2025 tentang Entri Perubahan RKPD Tahun 2025 dan RKFD Tahun 2026
dengan pagu indikatif untuk Tahun 2025 sebesar Rp 14.259.220.000,00.
Anggaran tersebut akan diimplementasikan ke dalam 3 (tiga) program.
Secara umum kerangka pendanaan Inspektorat
Kebumen dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Daerah Kabupaten

Tabel 4.1
Kerangka Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025
— Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
No Program Tahun 2025 Tahun 2025
Prograin | [t | Pamaindkani | Torget| P tholatf|

1. | Program Cakupan | 100% | 8.937.278.493 | 100% | 0.770.262.000

penunjang pelayanan

Urusan PENUNjANE

pemeriniahan urusan PD

daerah

kab /kota
2. | Program Level 3 1.003, 000,000 3 4. 177.130.000

penyelenggaraan | Kapabilitas

pengawasan AFPIP _ _
3. | Program Nilai 3,50 389.000.000 | 3.50 311.828.000

PETUTRASAT Persepsi

kebijakan, Korupsi

pendampingan

dan asistensi

JUMLAH 10.329.278.493 14.259.220.000

|

Adapun daftar program, kegiatan dan sub kegiatan dan anggaran

Perubahan Tahun 2025 adalah sebagaimana Tabel 4.2

Tabel 4.2
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025
No Program / Indikator Target Kinerja Anggaran
Kegiatan/ Sub Kinerja Tahun 2025 Tahun 2025
Kegiatan
Sebelum | Sesudah | Sebelum Sesudah
[ 1 2 3 4 5 & 7
2] UNSUR PENGAWASAN | Matunias SPIP .40 3,40 10.320.278.49 . | 14.259.220.00 |
LIRUSAN | a 4]
PEMERINTAHAMN |
601 INSPEKTORAT 10.329.278.49 | 14,3559, 220.06
DAERAH | 3 al
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No Program / Indikator Target Kinerja Anggaran
Kegiatan/ Sub Kinerja Tahun 2025 Tahun 2025
Kegiatan
Sebelum | Sesudah | Sebelum Sesudah
I 2 3 4 5 & T
6.01. | PROGRAM CAPAIAN 100 100% BO37.278.493 | 0.7T0.262.000
a1 PENUNJANG URUSAN | PENUNJANG
PEMERINTAH URUSAN
DAERAH PEMERINTAH
DAERAH
6.01. | Perencanaan, Jumlah Lo 10 45.1 18000 42 140 000
012, | Penganggaran, dan Perencanaan, Crolumen Dakumen
i Evaluasi Kinerja Penpganggaran,
Perangkat Daerah dan Evaluasi
Kinerda Peranghat
Daerah
6.001. | Penyusunan Dokumen | Jomlah Delamen | & Dokumen | 6 32000000 31.540.000
1.2, | Perencanaan Perencamaan Dokumen
al, Peramgkal Dnerah Perangkat Dacrah
a0l
6.01. | Evaluas] Kinerja Jusslah Lapaorin 4 Laposin 4 Laporan 13,118,000 L0000
01.2, | Perangkat Dacrah Evaluasi Kinerja
o1, Peranghat Dasrah
o007 | | . ——
6.0l Administrasi Jumlah Hulsn 12 Bulan 12 Bualamn B 197.538 493 | B4995 480,000
0l1.2 Keusngan Perangkat Penyediaan
2 Deerah Aehministiras
Reuangan
Perangkat Dasrah
| 5.01. | Penyediaan Grji dan Jumlah Crang 55 Orang/ | 70 Orang/ | 8. 183.528.493 | 8.981,698.000 |
01.2, | Tunjangan ASN yang Meterima Bulan Bulan
o2, Caji dan
01 Tunjangan ASN
| B01, | Pelaksanaan Jumlah Dokumen | 52 a 14, 00,200 13,783,000
01.2 | Penatausahasn dan Penatausabh@san Dokumern Drokoummen
2. Pengujian,/ Verifikasi dan Pengujian,
03 | Keuangan SKPD werifilcus
Kouangan SKFD
G011, | Administrasi Jumlah 4 Orang A4 Oramyg, 67904, 000 52,776,000
0012, | Kepegawaan Ackrriiritatrasd
05 Peranghsat Daerah Kepegawaian
Perzngkat Daerah
601, | Pendidilcan dan Jumlah Pegawa 4 Urnang 4 Oramy &67.904.000 52776000
01.2. | Pelathan Pegawal Berdasarkan
a5, Berdasarkan Tugas Tugas dan Fungsi
0% | dan Pelatihan Pegawad | yang Mengikut
Berdasarkan Tugas Pendidikan dan
dan Fungsi Pelatihan I ) o )
6.01. | Administrasi Umum Jumlah Bulan 12 Bulan 12 Bulan 149.500,000 |  92.363.000 |
0.2, | Perangkat Daerah Penyediann
O Administrasi
Limurm Peracgloat
Daerak
6.01. | Penyediaan Komponen | Jumlah Paket | Paket 1 Paket 15,000,000 13,500,000
01.2. | Insialnsi Homponen
6. Listrik/Penerangan Intalasi Listrik/
000l | Bangunan Kantor Penerangin
Banguran yang
Disediakan
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No Program Indikator Target Kinerja Anggaran
Kegiatan/ Sub Kinerja Tahun 2025 Tahun 2025
Kegatan
Sebelum | Sesudah | Sebelum Sesudah
1 2 3 4 & & T
6.01. | Penyediaan Bahan Jumlah Paket 12 Paket 12 Paket 12.000.000 5.150.000
01.2. | Logistik Kantor Bahan Logistik
06, Kantor yang
0004 Disediakan
6.0 Penyediaan Barang Jumlah Faloet 2 Paket 2 Palkoet Q000 Dy T 907000
01.2. | Cetakan dari Barang Cetabsan
0, Penggandaan dan Pengadaan
D005 vang Disediaksan
6.0l. | Penyediaan Bahan Jumiah Dokumen | 5 Dokumen | 12 3.500,000 & 500,000
al.2 Bacaan dan Peraturan | Bahan Bacasn Dokiumen
06, Perundang Undangan | dan Peraturan
O00& Perundang-
undangan yang
Disediakan
600 | Penyediaan Jumlah Paket 3 Paket 3 Paket L6 000,000 13.842.000
01.2. | BahanMaterial Bahan / Material
i, yvany disedinkan
QoaT |
6.01. | Penyvelengparaan Jumlah Laporan 20 Laporan | ) Ol D00, 1000 41 B65.000
01.2. | Rapat Keordinasi dan Penyelengsarasn Laparan
0, Konsultasi SKPD Rapat Koordinmsi
Qoog dan Konsualtasi
SKPD
6.01, | Penatausahaan Arsip | Jumlah Dokumen | 4 Dokumen | 4 4.000,000 3.599.000 |
01.2. | Dinamis pada Satuan penatasahaan Dodnamen
0, Rerja Perangloat arsip dinamis
a01d | Dasrah pada SKPD
601 | Pengadaan Barang Jumlih A0 Uit 38 L LA OO0 212 A0 000
01.2. | Milik Daerah Pengadaan
o7 Penunjang Uriisan Bararnig
Pemerintah Daerah Milik Dacrah
Penunjang
Lrusan
Pemerintih
l Dacrah
6.01, | Pengadasn Mebel Jumlsh Paket 24 Unit 20 Unit 20,000 000 200000 D00
| OE.2 Mebel yang
| O, Diaschaloan
| D5
6.01. | Pengadasn Peralatan Jumbah Unit 5 Unit 17 Unii B0, D00, (00 152 500,00
1.2 | dan Mesin Lainnya FPreraiatan dan
o, Mesin Latnnva
Q008 yang
hsedinkan
6,01, | Pengadaon Sarana dan | Jumlah Unit 1 Unit 1 Uit 40,000, 000 39.900.000
01.2. | Prasarana Gedung Sarana dan
ar, Hantor atau Bangunan | Prasorana
Q010 | Ladnnaya Credung Kantor
atAu Bangunan
Lainnya yang
Lisediakan
6.00. | Penyediaan Jasa Jumlah Bulan 12 Bulan 12 Bulan 175.132.000 153007, 000
01,2, | Penunjang Urusan Penyediaan Jasa
il Pemerintah [easrah Penunjang
Urisam
Pemerintahan
Daerah
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No Program/ Indikator Target Kinerja Anggaran
Kegiatan/ Sub Kinerja Tahun 2025 Tahun 2025
Kegiatan
Sebelum | Sesudah Sebelum Sesudah
| 1 2 3 4 5 (= T
B8.01, | Penyedizan Jasa Surat | Jumiah laporan 12 Laporan | 12 2,000,000 3.000,000
1.2, | Menyurat penyediaan jass Laporan
0s. BUrAL fenywrat
{000
B.01. | Penyedisan Jasa Jumish Leporan 12 Laporan | 12 122 132.000 142.132.000
0.2, | Romunikaesi, Sumber Penyediaan jas Leporen
5. Dusyis Air dan Listrik komunikasi,
2062 Sumber Daya air
dan Lisirik yang
L disediakan
| .01, | Penyediasn Jasa Jumlah Laporan {2 Laporan | 12 S, Q0 R0 47575000
[ 012 | Pelaysnen Uik Penyediaan jass Leporan
08, Kantor pelayanan wmum
Qo4 kantor yang
disediakan
6.01. | Pemeliharasn Barang Jumlah Bulan 58 Lindt 50 Unit 162, Orenl 000 182 015G 000
012, | Milike Daerah Penyediaan Jasa
02 Penunjang Urusan Penunjang
Pemerintahan Baerah | Urusan
Pemerntahan
Daerah
6.01. | Penyediasn Jeaa Jumlah 24 Uit 24 Unit 137,096, 000 137.0%6 000
012, | Pemeliharaan, Biayn REendarssn Dinas
09, Pemeliharasn, Pajak, Uperasional atau
0002 | dan Perizinan Lapangan yang
Hendaraan Dinas dipelihere dan
Chperasional atau dibayarkan pajak
Lapangan dun perizinannya
6.01. | Pemeliharasn Jumlah peralatan | 34 Unit 33 Unit 25,000,000 25,000,000
01.2. | Peralatan dian Mesin dan mesin
0. Lalnnys lalnnya yang
DODG dipeliharn
6.01. | Pemeliharaan/Rehahili | Jumlah Gedung o I Unit a 20,000,000
01.2. | tesi Gedung Kaniar Kantor dan
0900 | dan Bengunan Hangunan
i) Lalnnya Lainmnya yang
Dipeliliars/Direha
B 01, PROCGRAM Lewe] H.npa.l:li.lil.h.'l. 3 Level 3 Level 1003000000 | 4,177, 130,000
2 PENYELENGOARAAN | APLP
PENGAWASAN
6.01. | Penyelenggaraan Juirnleh 149 140 B1B.000.000 4.025.227.000
022 | Penpawasan Penyelenggaraan Laporan Laporan I
o1 Internual Pengawisan |
intermal |
6.01. | Pengawasan Hinerja | Jumlah laporan | & Laporan | B Laporan | 90,000,000 100.265.000
02.2, | Pemerintah Daerah Hasil Pengawasan
0. HKinerja
ood1 Pemerintah
Daerah
5.01. | Pengawasan Keuangan | Jumlah Laporan 24 Laporan | 24 21000, OO 173,100,000
022 | Pemerintah Daerah Hasll Pengawasan Laporan
a1, Keuangan
O Pemerintah
Daserah
&0, Reviu Laporan Kinerfa | Jumlah laporan 3 Laporan 5 Laporan SO D00 00 6.2 19000
a2.3. Hagil Beviu
i, Laporan Kinerja
QO3




No Program [ Indikator Target Kinerja Anggaran
H:Egh.t?l:lf Sub Kinerja Tahun 2025 Tahun 2025
Sebelum | Sesudah |  Sebelum Sesudah
1 2 3 4 & & 7
6.01. | Reviu Laporan Jumlah Laporan A7 Laporan | 37 F0r, D0, 000 45.973.000
02.2. | Keuangan Hazll Reviu Laporan
01, Laporan
Do Keuangan
6.01. | Pengawasan Desa Jumlah Laporan | 70 Laporan | 70 250.000.000 | 3,543.737.000 |
az.2. Hasgll Penpgawasan LsporEn
al. Dema
Q005
6.01. | Kerjasama Jumlah 1 1 G&.000.000 B3 716000
022, | Pengawasan Internal Kesepakatan Keaepakata | Kesepakat
01, Pengawisean n an
Q006 Internal yang
terbentuk
G.01. | Monftoring dan Jumlah Dokumen | 4 Dokumeon | $ 60000000 A2 217000
022 | Evaluasi tindak lanjut | Hasil Momdtoring Dokumen
i, hasl] pemrericsann BPE | dan Evaliasi
0007 | Bl dan Tindek Lasfut undak lanjut
Hasil Pemeriksaan hasil Pemeriksaan
AFIP BPE Kl dan
Tindak Lanjut
hasil Pemeriksaan
AP{P
6,01, | Penyelenggaraan Jumlah 33 Laporan | 33 185,000,000 151 903,000 |
02.2. | Pengowasan Penyelenggaraan Laporan
o2 Dengan Tujuan Pengawasan
Tertentha Dengas Tujuan
Tertentu
6.01. | Pepnngaman Jumiah Laporam 3 Laporan 3 Laparan H5. 000,000 48 80,000 |
02.2. | Peowvelessisn Keruglsn | Penyvelesaian
02, Negara/ Das=rah Kerigian
aliah| Negara/ Daerah
yang di tangani
6.0 Pengawasan Dengan Jumlah Laporam 30 Laporan | 30 1200000000 103 223.000
2.2, | Tujuan Tertentu Hasil Pengarwasan Laporan
0, Dengan Tujuan
Qo0 Terteniu
6.00. | PROGRAM Milal Persepsi 3.50 Nilai 3,50 Milai 3849 000.000 311 828000
a3 FERUMUSAN Korugpsd
KEBLIAKAN,
PENDAMPINGAN DAN
ASISTENEI
6.01. | Perumusan Kebijaken | Jumlah 5 Dokumen | & 26,000,000 19523000
03.2. | Telrmis di Peruemisan Dokurmen
a1 Bidang Pengrwasan Eehiiakhean Telmis
Dan Fastlilos di
Pengawssan Bidang
Pengeramamn Dan
Fasilitasl
PengrwRsan
| 6.01. | Perumusan Kebijakan | Jumlah 2 Rekomen- | 2 13.000.000 B.5592.000
3.2, Tekms di Relkomendasi o Relkkomen
a1, Bidang Pengawasan Kebdjakan Telmis clma|
ooo1 di Bidang
Pengawasan yeOg
disusun

T




| No Program / Indikator Target Kinerja Anggaran
. Kegiatan/ Sub Kinerja Tahun 2025 Tahun 2025
| S
Sebelum | Sesudah |  Sebelum Sesudah
1 2 3 4 5§ & 7
6.01. | Perumusan Kebjakan | Jumlah a a 13,000,000 10731 000
03.2. | Teknis di Rekomendasi Rekomen- | Rekomen.
01, Bidang Fasilitasi Kebdjakan teknts | dasi ilesl
032 | Pengawasan dibidang Fasilitas
Pengawasan yang
disusun =
6.00, | Pendampingan dan Jumiah 24 OPDy 24 OPD F63.000,000 292305000
03.2. | Aslstensl Pendampingan
a3 dan Asistens
6.01. | Pendampingan dan Jutnlah Perangikat | 24 24 53.000,000 43 B72.000
03.2 | Asistensl Urusan daeral yang Peranghkat Perangkat
03, Pemerintahan Daecrsh | dilaloikan Dacrah Dacrah
D] Pendampingan
dan Asislens
Uruaan
Pemerintahan
Daerah
6.01. | Pendampingan, Jumlah Perangkat | 13 i3 A 000004 47 773000
03.2. | Asdstenal Veriltlcasi Daerah yang Peranghkat Peranghat
0. dan Penilaian dilakukan Daerah Daerah
0002 | Reformasi Birokras] pendampingan
asistensal,
verifikasi, dan
penilnian
reformasi
hirokras
| B.O1. Koordinasi, Monitoring | Jumlah Kegiatan B Kegiatan 8 Kegiatan 1B 000 G004 143 447 000
| 03.2. | dan Evalussi serta Kaospreliraad,
| 02, Verifikasi Pencegahan | Monitoring dan
| Q3. | dan Pemberantasan Evaluas! serta
I Korupsi verifikasi
Pencegahan dan
Pemberantasan
Kerupsi
| 501, | Pendampingan, Jumish Perangkat | 7 Perangleat | 7 TOUOOC 000 57.113.000
| 0332 Apistensi dan Dacrab yang Daerah Perangla
| O Virifikaal Pemagabian Dilaken kan Dieerah
(0% | Integritas Pendampingan
{ Asistiensi dan
Verfikani
Penegakin
In Lay

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan prakiraan
maju Tahun 2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen seclanjutnya
disajikan pada lampiran Rencana Kerja ini.

7]




BABV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten H.EbLIIEﬂH -
Tahun 2025 merupakan dokumen perubahan rencana kerja Tahun 2025 =
yang menjadi pedoman penyusunan perubahan program dan kegiatan
Tahun 2025.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tahun 2025, beberapa hal vang perlu

diperhatikan adalah :

a. pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan target kinerja masing-

masing sub kegiatan dan kegiatan,

b. Untuk pengadaan barang/jasa agar dilaksanakan sesuai peraturan

pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah

pelaksanaan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Peraturan pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2. Melaksanakan keputusan Bupati Kebumen tentang Program Kerja
Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pada Inspektorat Daerah Tahun
2025

3. Mematuhi Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Keputusan Bupati
Kebumen terkait

4. Mematuhi peraturan pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa;

3. Mematuli dan melaksanakan aturan/ perintah dan pimpinan.

Apabila diperlukan Rencana Kerja ini akan dilakukan perbaikan.

Kebumen, 26 Juni 2025

INSPEKTUR DAERAH
KABUFATEN KEBUMEN,

AMIN RAH RRASJID, §.H..M.H.
Pembina Utama Muda
NIP.197207231998031006

T2



LAMPIRAN
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